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Abstrak
 

Tesis ini membahas gugatan administratif terhadap izin lingkungan terkait dengan upaya penyelesaian

sengketa lingkungan hidup melalui peradilan administrasi. Rezim hukum lingkungan hidup di Indonesia

pada saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta peraturan-peraturan pelaksananya. Dalam Pasal 38 UU PPLH

disebutkan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pengujian izin lingkungan tersebut diajukan dengan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara dengan

mendasarkan pada alasan-alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU PPLH serta

mengacu pada alasan-alasan pembatalan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara

itu sendiri. Selain itu dasar hukum pengajuan gugatan administratif terhadap izin lingkungan diatur khusus

dalam Pasal 93 ayat (1) UU PPLH. Namun demikian, dalam prakteknya di peradilan tata usaha negara,

penerapan Pasal 93 ayat (1) UU PPLH tersebut dilaksanakan secara berbeda-beda oleh Majelis Hakim

peradilan tata usaha negara. Perbedaan penerapan tersebut diakibatkan oleh rumusan atau anasir Pasal 93

ayat (1) UU PPLH yang bersifat multitafsir karena mengandung frasa bersyarat yang berpotensi ditafsirkan

sebagai pembatasan/pengecualian kompetensi absolut peradilan tata usaha negara untuk memeriksa,

mengadili dan memutuskan izin lingkungan sebagai obyek gugatan. Dalam Tesis ini akan diuraikan analisis

mengenai penerapan Pasal 93 ayat (1) UU PPLH tersebut khususnya mengenai gugatan administratif

terhadap izin lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi

kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan

menggunakan pendekatan kualitatif.

......This thesis discusses administrative claims on environmental permits in relation to efforts to resolve

environmental disputes using administrative courts. Indonesia's currently prevailing environmental law

regime is regulated by Law Number 32 year 2009 regarding the Protection And Management of the

Environment (UU PPLH) with its bylaws. Article 38 of the UUPLH states that environmental permits can be

revoked through a decision of the State Administrative Court. The review of said environmental permit is

initiated by the submission of a claim through the State Administrative Court using the reasons for

revocation as set out in article 37 paragraph (2) of the UU PPLH as well as referring to the reasons for

revocation in the State Administrative Court Law itself. In addition to the above, the legal grounds for

submitting an administrative claim against an environmental permit is specifically regulated in Article 93

paragraph (1) of the UU PPLH. However, in practice in the State Administrative Court, the council of

judges applied Article 93 paragraph (1) of the UU PPLH in a diverse. Said diversity in application is caused

by the multi-interpretative nature of the elements of article 93 paragraph (1) of the UUPLH because it

contains a conditional phrase that can potentially be interpreted as a limitation/exclusion of the State

Administrative Court?s absolute competence to examine, review, and decide on environmental permits as
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the object of a claim. This thesis will explain the analysis on the application of said Article 93 paragraph (1)

of the UU PPLH especially regarding administrative claims on environmental permits. This research is a

normative legal research by using a library study and interview technique for its data resources, then the

obtained data will be analyzed using a qualitative approach.


